HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 258 /PL.02.5-Pu/1308/2025
TENTANG

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di KPU Kabupaten Pasaman, disampaikan hasil audit laporan dana

kampanye sebagai berikut:
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Nomor: 00002/2.1083/SPAM1/1268-1/1/1V/2025

LAFPORAN ASURANS INDEFENDEN

Kepada Yih
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 22/SPK/PBJ 02/1308/2025 tanggal 16 April 2025, untuk
melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan
terhedap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Welly Suhery, 3T dan Parulian untuk pericda 14 Maret 2025 sampal dengan 15 Apel 2025
terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu,

k.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5856} sebagaimana telah beberapa
kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pamerintah Pengganti Lindang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti LUindang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubemur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rapublii
Indonesia Tahum 2020 Momor 183, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor B547);
Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomaor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubamur, Bupat! dan Wakil Bupati, serta Wallkota dan Wakil
Wialikota Tahun 2024 (Benita Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Namor B0},
Paraturan Kamisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Efr'l'lilihem Gubarnur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil
ahkata,
Keputusan Komisi Pemilinan Umum Nomor 13684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanys Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubarnur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomeor 1775 Tahun 2024 tenfang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum MNomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Momor 494/PL.02-SD06/2025 tentang Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Neomor 691/PL.02. 4-3D/06/2025 tentang Tahapan
Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (P3U) Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagal “Peraturan
Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemiliran Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Cana
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, 5.T dan Parulian terdiri dari;



1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat infermasi Rekeaning
Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
rncian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penenmaan sumbangan yang bersumber dari
FPasangan Calon danfatau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Paolitik Peserta
Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum wakiu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

2. Laporen Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat
seluruh penerimaan yang dikerima Pasangan Calon setelah LADK disempaikan sampai
dengan 1 (satu) har sebelum penyvampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupalen Pasaman, dan

3. Laporan Penermaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang
memuat sefuruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yvang dimulai sejak 1 (satu)
har setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirmya masa Kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisl Pemilinan
Umum Momor 14 Tahun 2024, Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh
Fasangan Calkon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, 5.7 dan Parulian dalam penyusunan
Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi ocleh Pasangan Calon Bupset dan VWakil
Bupat Wally Subery, 5. T dan Parulian dalam menyugun Laporan Dana Kampanye adalah
1. Rakening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a, Pembukaan
1) Pasal 12 ayat {1) PKPU Nomor 14 Tehun 2024, Partei Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politk Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Fasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDE pada Bank Umum,
21 Pasal 12 ayat {Z) PEKPU Mamor 14 Tahun 2024, RKDK dibuka atas nama Pasangan
Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon,
3) Pasal 12 ayaet (7) PKPU MNomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon membuka RKDK
fidak melampaul ketenfuan pembukaan RKDE yaitu sejak pendafiaran Pasangan
Calon sampal dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai; dan
4) Pasal 13 ayat (4) PKPL Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Pesarta Pemilu atau
Gabungan Partai Politk Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Fasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu} nomaor REDE,
b. Pengelolaan
1) Pasal 11 ayal (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, panerimaan Dana Kampanye yang
berbentuk vang wajib diempatkan pada RKDE terebin dahuluy sebelum digunakan
untuk kegiatan kampanye
c. Penutupan
1) Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomeor 14 Tahun 2024, penutupan REKDK dilakukan paling
lambat 2 (dua) han setelah masa kampanye berakhir; dan
21 Pasal 15 ayat (5) PEPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib menyampakan
surat pernyataan penutupan BEDK darl Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah
masa kampanye berakhir

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan Infarmasi

Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LADK yang

mamuat Informasi:

1) RKDK;

2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber peralehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa salde hasil penerimaan sumbangan dan
pangeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pambukuan,



4)

3)
)
1)

2)

3)

4}

Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk  sebelum
pembukaan REDK,

NPWP masing-masing Pasangan Calon, dan

Bukti penarimaan dan pengeluaran yang dapal dipertanggungjawabkan.

. Pambukuan

Pasal 26 ayat (2) PKPL Momor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode
pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 {saiu) hari sebelum
penyampaian LADK,

Pazal 21 ayat (8) PRPU Nomor 14 Tahun 2024, pambukuan Dana Kampanye terpisah
dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai
Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliik Peserda Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon;

Pasal 21 ayat (7) PKPU Namor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud
mencakup informasi tentang bentuk dan  jumlah pengeluaran  disertai  bukt
pengeluaran yang dapal dipertanggungjawabkan; dan

Fasal 21 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon

Penyampaian Laporan

1)

2)

3)

4)

Paszal 31 ayat (1) PEPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan
LADK kepada KPU Provins) untuk pemilinan gubernur dan wakil gubermur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupatl atau walikota dan wakil
walikota,

Pazal 31 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampalkan
LADK dengan mengirimkan data dan cokurnen LADK yang diunggah melaiu Sikadeka,
1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 wakiu setampat,
Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADEK yang disampaikan
Fasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPLU Provingi untuk pemibihan
gubemur dan wakil gubermur dan KPU Kabupaten/Kota uniuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikola dan wakil walikota maka Pasangan Calen wajib melengkapi
danfatauy memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan
farmulir yang tercantum dalam Lampiran X1V Peraturan KPU; dan

Pasal 31 ayal (4} PEPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan Calon kepada KPU Provinsl untuk pamilinan gubarnur dan wakil gubermur
dan KPU Kabupaten/Keta uniuk pamilihan bupati dan wakll bupatl atau walkota dan
wakil walkota melalui Sikadeka paling tambat 3 (tiga) Han sajak menenma tanda
terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPLU Proving: uniuk
pemilihan gubarnur dan wakil gubarmur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau waliketa dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59
wakiu setampat

Kelengkapan

g

Fasal 26 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADE Pasangan Calon dibuat dengan

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X1 Peraturan KPU yang terdiri

dar.

a) Fomulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

b} Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢} Formulic 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

el Formulir 5 Laporan Akfivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Pericde Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

fi Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK),

g) Formulic LDK Relawan

h) Swurat Pernyataan Penyumbang dari Pariai Politix atau Gabungan Partai Politik;

i)y Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;



2)

§) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;

k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

I} Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pangeluaran.

Fasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan oleh

Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/fota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki

dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam

Lampiran XV Peraturan KPL yang terdin dan:

a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;,

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

) Formmulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

d} Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Akfivitas Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,

fi Formulir 6, Surat Pernyatasn Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampany®a (LADK);

g) Formulir LDK Relawan,

hy Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

il Surat Pemyataan Penyumbang dan Perseorangan,

il Surat Pemyataan Penyumbang dan Badan Hukum Swasta;

ki Saliman dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kempanye; dan

11  Bukti-bukh transaksi penerimaan dan fransaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Muatan Informasi
Pasal 28 ayat (2) PKPU Momor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPSDK yang
mrmuat informasi:

7)

RKDK,

Jumigh sumbangan Dana Kampanye;

Catatan penerimaan Pasangan Calon;

Idertitas penyumbang;

Nomaor Pokok Waljib Pajak masing-masing Pasangan Calon
Bukti penerimaan yang dapat dipartanggungjawabkan, dan
surat Pernyataan Penyumbang.

b, Pembukuan

1)

2)

3)

4)

Pasal 2B ayat (3) PKPU Momor 14 Tahun 2024, Pagangan Calon mematuhi penode
pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satw) Han satelah penutupan pembukosn LADK
sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDEK;

Pasal 21 ayat (5) PKPU Momor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye {erpisah
dan pambukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/perzonel Partai
Palitk Peserta Pemilu atau Gabungan Parai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon;

Pasgal 21 ayat (7} PEPLU Momor 14 Tahun 2024, pembukuan sebagaimana dimaksud
mencakup informasi tentang bentuk dan  jumlah pengeluaran  disertai  bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

Pasal 21 ayat (8) PKPLU Momor 14 Tahun 2024, pambukuan Dana Kampanye menjadi
langgung jawab Pasangan Calon.

¢. Penyampaian Laporan

1)

2)

Pasal 32 ayat (1) PEPU Momar 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan
LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemiihan gubemur dan wakil gubemur dan KPU
Kabupaten/®ota untuk pemiiihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota;

Pasal 32 ayal (2} PEPU Momor 14 Tahun 2024, Paszangan Calon menyampaikan
LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui



3)

Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran |
Peraturan KFPL, paling lambat pukul 23,59 wakiu setempat; dan

Fasal 32 ayat (4) PRFL Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapal perbatkan, maka
LFSDK perbaikan disampaikan cleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka
paling lambat 1 {satu) Hari sajak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara
hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk psmilihan gubernur dan wakil gubsmur
dan KPLU Kabupaten'kota uniuk pemifinan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota, paling lambat pukul 23.58 wakiu satempat.

e, Kelengkapan

1)

2)

Pasal 28 ayat (4) PEPU Momor 14 Tahun 2024, LPSDK Pasangan Calon dibuat
dengan menggunakan formulir yvang tercantum dalam Lampiran X1l Peraturan KFL
yvang terdiri dari:

a. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LFSDK);

b. Formulir 2, Daftar Penarimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c. Formubr 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penenmaan
Dana Kampanye (LPDSK);
Formulir LDK Relawan;
Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Parial Paolitik;
Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan,
Surat Permyataan Penyumbang dar Badan Hukum Swasta,
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan

i. Bukti-bukii transaksi penarimaan.
Fasal 32 ayat (3) PKPU MNomor 14 Tahun 2024, apabila LPS0OK yvang disampaikan
oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/kKota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi danfatau memperbaiki
dokuman LPSDK dimaksud dengan menggunakan farmulic yang tercantum dalam
Lampiran XV Peraturan KPU yang terdiri dari:

d. Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDEK)

Perbalkan;

b. Formulir 2, Daftar Panerimaan Sumbangan Dana Kampanye,
Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penarimaan
Dana Kampanye (LPDSK),
Fomulir LOK Relawarn;
Surat Parnyataan Penyumbang dari Partal Politik atau Gabungan Partal Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Persearangan,
Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
Bukfi-bukti transaksl panerimaan.

]

RS ~ iR =

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan Informas:
Fasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang
memuat Informasi:;

1)
2)
)

4)
5)

£)
7]

RKDK;

Saldo awal atau salde pembukaan dan sumber perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penenmaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila ditenma sebalum pencde pambukuan;
Catatan penenmaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan REDK;

NPWP masing-masing Pasangan Calon;

Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan,

Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK,



b. Pembukuan

1)

2}

3)

4)

Pasal 30 ayat (3) PEPU Momor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode
pembukuan LPPDE yang dimulai sejak 1 (satu) Har setelah penutupan pembukuan
LADK dan diutup pada saat masa kampanye barakhir,

FPazal 21 ayat (8) PEPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisan
dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon' pengurus/anggotal/personel Partai
Politik Peserla Pemilu atau Gabungan Partai Poliik Peserfa Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon

Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye
mencakup informasi tentang bentuk dan jumiah penenmaan dan pengeluaran disertal
bukii penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

Fasal 21 ayat (8) PRPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye menjadi
tanggung jawab Fasangan Calon,

c. Penyampasan Laporan

Tl

Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan
LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemiihan gubermur dan wakil gubermur dan KPU
KabupatenKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota;

2} Pasal 33 ayat (2) PEPU Nomor 14 Tabun 2024, Pasangan Calon menyvampaikan
LPFDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah medalui
Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat; dan

3) Pasal 33 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka
LFFDK perbalkan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi uniuk
pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/®ota untuk pemilinan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalul Sikadeka paling
tambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terma perbaikan dan bernta acara hasil
pencermatan dan KPU Provingl untuk pemilihan gubernur dan wakil gubermur dan
KPU Kabupaten/®ota untuk permilihan bupati dan wakil bupatl atau walikota dan wakil
walikota, paling lambat pukul 23,58 wakiu setempat

d. Kelengkapan

1) Pasal 30 ayat (4) PKPU MNomor 14 Tahun 2024, LPPDK Pasangan Cabon dibuat
dengan menggunakan formulir vang tercanium dalam Lampiran X1 Paraturan KPU
yang terdiri dan:

a) Formulic 1, Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),

b)Y Formulir 2, Daftar Penenmaan Sumbangan Dana Kampanye,

¢} Formulir 3, Laporan Aktivitas Penarimaan dan Pengaluaran Dana Kampanys;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye,

&) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

fl  Formudic 8, Asersi atas Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

gl Formulir LOK Relawan

h) Surat Pernyataan Penyumbang dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

i} Swural Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

iy Swurat Pernyataan Penyumbang dar Badan Hukum Swasta;

k] Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

|} Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan
Calon bersangkutan telah ditutup; dan

m) Bukti-bukli fransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d) Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPPDK yang disampaikan

Pasangan Calon diberikan tanda tenma perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubermur dan KPU Kabupaten/®ota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau waliketa dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkap



dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan

farmulir yang tercantum dalam Lampiran XV| Peraturan KPU yang terdin dan:

a) Formmulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LFPDK)
Perbaikan;

b} Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

¢) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,

d} Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e} Formmulir 5, Laporan Aktivitas Penermaan dan Pengeluaran Dana Kempanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

fi Formulir 6, Azersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

g} Formulir LDK Relawan,

h} Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Palitik;

il Surat Pemyataan Penyumbang dar Perseorangan;

i1 Surat Pemyataan Penyumbarng dari Badan Hukum Swasta;

k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Il Surat Permyataan dar Bank Umum yvang menyvatakan bahwa rekening Pasangan
Calon bersanghkutan telah ditutup; dan

m} Bukti-bukii transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

5. Keteniuan Lainnya
a. Sumber Dana Kampanye

1}

2

3)

Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon yang

diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

dapat dipercleh dari

a} Sumbangan Partai Politlk Peseta Pemile danfatay Gabungan Paral Politk
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c) sumbangan pihak lain yang ftidak mengikat yang melipufl sumbangan
persecrangan dan/atau badan hukum swasia.

Fasal § ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon

persecrangan, dapat diparoleh dari:

a) sumbangan Pasangan Calon, dan/atau

bl sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
persecrangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasal 8 ayat (5) PKPU Momaor 14 Tahun 2024, perolehan Dana Kampanya harus

dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas

b. Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan

1)

2)

Fasal 2 ayat (1) PEPU Nomor 14 Tahun 2024 Dana Kampanye yang berasal dan
sumbangan pihak lain persacrangan, paling banyak Rp75.000.00000 (wjuh puluh
lima [uta rupeah) selama masa Kampanye,

Fasal 2 ayai (Z) PEKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berasal dan
sumbangan pihak lain badan hukum swasta, paling banyak Rp?50.000.000.00 (tuuh
ratus lima puluh juta rupsah) selama masa Kampanye.

¢. Sumbangan yang Dilarang
1 Pasal 72 avatl (1) PEPU Momor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politk Peserta Pemile dan Pasangan Calon dilarang menenima

sumbangan atau bantuan fain untuk Kampanye yang berasal dari:

a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan
Warga negara asing;

B penyumbang atau pembern bantuan yang tidak jelas dentitasnya;

¢l Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa

alau s=butan lain



2) Pasal 73 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Poliik Peaserta Pamilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang
menernma sumbangan lersebul di atas:

a) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud,

b) wajib melaporkan kepada KPL Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten®ota uniuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota; dan

c) menyeraghkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambest 14 (empat balas)
Harn setelah masa Kampanye berakhir.

31 Pasal 73 ayat (3) PKPL Nomor 14 Tahun 2024, termasukx juga sumbangan atau
bantuan lain unfuk Kampanye yang berasal dari.

a) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri danfatau di Indonesia yang
seluruh sahamnya dimiliki asing;

b) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya
lebih dari 50% {lima puluh persen} dimiliki asing; dan

C) organisasi masyarakat asing

4] Pasal 73 ayat {(4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penyumbang atau pemberi bantuan
yvang tidak jelas identitasnya meliputi:

a) penyumbang yang menggunakan identitas arang kan; dan

b} peryumbang yang menurui kewajaran dan kepatuhan fidak memiliki kemampuan
urtuk membarikan sumbangan sebasar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

d. Pengeluaran Dana Kampanye

1) Pasal 18 ayat (1) PKFU MNomor 14 Tahun 2024, pengeluaran Dana Kampanye
Femilihan yaitu uniuk:

a) Pembiayaan aklivitas kampanye (lermasuk pembekan barang danfatau
pembayaran jasa);

b} Pambayaran hutang, dan

c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 18 ayat (V) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, setiap diskon pembelian barang yang
mielebihi batas kewajaran jual bell yang beriaku secara umum, diperlakukan ketentuan
sumbangan

3) Pasal 18 ayatl (8) PKPLU Momar 14 Tahun 2024, Dana Kampanye dilarang digunakan
untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghifungan suara; dan

4) Pasal 83 PEPU Momor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan
pembatazan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan
kelebihan ke kas negara sejumiah kelebihan pangaluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosadur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan
Calon Bupatl dan Wakil Bupatl Welly Suhery, 3T dan Parulian. Pada suatu pelaksanaan
FPerikatan Asurans, ferdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara samofing
yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan
kecurangan yang tenadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
Kampanyes tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut
FPemerikzaan kami juga terbatas hanya pada dokumen danfatau informasi yang dizerahkan
dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, S.T dan
Parulian, sehingga kami tidak melakukan pemenksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan
di dalam |aporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Parufian terhadap peraturan
perJndang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.



Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, 5.T dan Parulian
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, 5T dan Parulian bertanggungjawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup pernerapan metode penilaian, asumsi, dan
perkiraan yang digunakan dalam laporan, sera perancangan, implementasi, pemelinaraan sistem,
dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Welly Suhery, 5.7 dan Parulian juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupali dan Wakil
Bupati Wally Suhery, 5.T dan Parulian tertanggal 15 April 2025.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupe pendapst
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana RKampanye tersebul berdasarkan
prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroieh. Kami melakukan
perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022)° “Perikatan Asurans
selain Audit atau Reviu atas Informas: Keuangan Historis™ yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar
Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaraian independensi
bagi semua personel yang ferfibal dalam Perikatan Asurans ini. Standar lersebut juga
mawajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perkalan Asurans secara memadai
dalam mendukung kesimpulan karmi

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperiukan dalam
melaksanakan Perkatan Asurans inl Sesual dengan Pasal G2 Peraturan Komisi Pemiliban
Umum Momaor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perkatan inl seflama 2 (dua) harl kalender
terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupali Welly Suhery, 3.T dan Farulian dan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Pasaman

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, 5T dan
Parulian dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang
material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pamilinan Limum Nomor
14 Tahun 2024,

Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman dan sesual dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati.

heh karena fu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain
dan/atau untuk tujuan lainnya.

Arif & Glorl

MNomar [zin Akuntan Publik: AP 12680

Jakarta, 19 April 2025



F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS

WELLY SUHERY, 5.1
H. PARULIAN DALIMUNTHE

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

WELl # PASAMAN BANGKIT

JI. Rohana Kudus, Pauh, Kec. Lubuk Sikaping

SN . N

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Nama Welly Suhery, S.T.
Alamat JL.ST SYAHRIL NO 16
Nomor Induk Kependudukan : 1308051405680001
Jabatan Calon Bupati

2. Nama Parulian
Alamat PD GELUGUR
Nomor Induk Kependudukan : 1308170807720001
Jabatan Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
TIDAK PATUH
1 2 3 4 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada|Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening | Peraturan KPU Nomor 14 tentang
pribadi Pasangan Calon. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran|Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Patuh
Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa|Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Kampanye dimulai. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
¢. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada | Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Patuh
KPU Kabupaten. Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
2. | Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Patuh
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan|Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Kampanye Pemilihan. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari |Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Patuh

setelah masa kampanye berakhir.

Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
TIDAK PATUH
1 2 3 4 5
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus|Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Patuh
dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. | Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; KPU Nomor 14 tentang
b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan|Bupati dan Wakil Bupati, Serta
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila|Walikota dan Wakil Walikota.
diterima sebelum periode pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk
sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai| Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Patuh
sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
penyampaian LADK. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan|Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Patuh
keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel{ Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta| Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk|Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Patuh
dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan|Nomor 14 tentang Dana Kampanye
dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan |Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Patuh
Calon. Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota

3. | Penyampaian Laporan |a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui| Peraturan KPU Nomor 14 tentang
Sikadeka; Dana Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota
b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, |Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Patuh
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK|Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3| Peraturan KPU Nomor 14 tentang
(tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara|Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 | dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
waktu setempat. Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota
4. |Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: Patuh

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK PATUH

3

5

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

7) EORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU
Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten
yang memuat informasi:

a. RKDK
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;

d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
dan ayat (4);

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f.  Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

g. Surat pernyataan penyumbang.

Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU
Nomor 14

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur,Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota

Patuh

Pembukuan

a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1
(satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1
(satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU
Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota

Patuh




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
TIDAK PATUH
1 2 3 4 5
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan|Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Patuh
pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang | Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
mengusulkan Pasangan Calon. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk|Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Patuh
dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan|Nomor 14 tentang Dana Kampanye
dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan |Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Patuh
Calon. Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penyampaian Laporan [a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan|Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui| Peraturan KPU Nomor 14 tentang
Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu|Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
setempat. dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota
b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK|Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Patuh
perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
(hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara|Pemilihan Gubernur dan  Wakil
hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
waktu setempat. Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: Patuh

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (LPSDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (LPSDK);

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan
lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU

Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan
lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
TIDAK PATUH
1 2 3 4 5
D. |Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. | Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 30 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; Nomor 14 tentang Dana Kampanye
¢. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan| Pemilihan ~ Gubernur dan  Wakil
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila|Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
diterima sebelum periode pembukuan; Serta Walikota dan Wakil Walikota
d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk
sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan
2. | Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan |Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Patuh
pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. | Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan|Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Patuh
pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang | Pemilihan ~ Gubernur dan  Wakil
mengusulkan Pasangan Calon. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk|Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Patuh
dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan|Nomor ...tentang Dana Kampanye
dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan |Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Patuh
Calon. Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian Laporan [a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan|Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui| Peraturan KPU Nomor 14 tentang
Sikadeka. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota
b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa | Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Patuh
Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat. Nomor 14 tentang Dana Kampanye
Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota
c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK|Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Patuh
perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1| Nomor 14 tentang Dana Kampanye
(hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara|Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
waktu setempat. Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: Patuh

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK PATUH

3

5

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan
lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa
rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU
Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)
10)

11)
12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan
lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa
rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana

Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang
diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang
mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai
uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan
sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota

Patuh




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK PATUH

3

5

a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa
Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama
masa Kampanye.

Sumbangan
Dilarang

yang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila
kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU
Kabupaten; dan

¢. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14
(empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh

Pengeluaran
Kampanye

Dana

o
-

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye
untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan
pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a

=

Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/
atau pembayaran jasa.

Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan
Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.

c¢) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi

Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(Welly Suhery, S.T.)

CALON BUPATI

N,
PASAMAN |
BANGKIT

Lubuk Sikaping, 15 April 2025
CALON WAKIL BUPATI

o

(Parulian)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

WeLl # PASAMAN BANGKIT

L] L]
. P LY SUHERY, &T JI. Rohana Kudus, Pauh, Kec. Lubuk Sikaping =2
PAN PBB
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WELLY SUHERY , S.T. - PARULIAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 08 April 2025 s/d 15 April 2025
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
Al Penerimaan sebelum periode pembukuan 0 0 0
A2 Penerimaan sumbangan
1. Pasangan Calon 0 0 0
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 0 0 0
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 100.000.000 0 0
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 100.000.000 0 0
A3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design 0 0 0
dan/atau Alat Peraga Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design 0 0 0
dan/atau Alat Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN 0 0 0
TOTAL PENERIMAAN 100.000.000 0 0
B Pengeluaran sebelum periode pembukuan 0 0 0
B.1 Pengeluaran
1. Rapat Umum 0 0 0
2. Pertemuan Terbatas 0 0 0
3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 21.675.000 0 0
4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media 0 0 0
Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan
5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 0 0 0
Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum 0 0 0
Pemasangan Alat Peraga Kampanye 0 0
8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye 0 0 0
dan Peraturan Perundang-undangan
9. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 0 0
b. Pembelian Aset 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 0 0
d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0
e. Pembayaran Utang Pembelian Barang 44.855.000 0 0
f. Pengeluaran Lain 33.470.000 0
TOTAL PENGELUARAN 100.000.000 0 0
C Utang
1. Utang Pembelian Barang 0 0 0




BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye 0 0
2. Kas di Bendahara 0
3. Barang 0

Lubuk Sikaping, 15 April 2025

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

NN i
PASAMAN | 4 ‘@’w

( Parulian)

BANGKIT

(Welly Suhery , S.T.)
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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomear : 000001/2.1143/SPA-3000/1348-1/1/1/2025-Pasaman

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Pasaman

Cakupan

Kami telah melakukan perkatan dengan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Perintah Kerja
Nomor 23/SPK (PB..02/1308/2025 tanggal 16 April 2025, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadal dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye
Pemungutan Suara Ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara
Ondak, M.M. dan Desrizal, S.K.M., M.Kes, untuk periode 08 April sampai dengan 15 Apnl 2025 terhadap
peraturan perundang-undangan tedkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walkota
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubemur, Bupats, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik
Indanesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor
B54T);

2. Peratwran Komisi Pemilinan Umum Nomor 2 Tahun 2{}2# tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubamur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar 60);

3. Pergluran Komesi Pemilihan Umum Nomar 14 Tahun 2024 tenfang Dana Kampanye Peserla
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

lzin Usaha Kantor Murtan Publik No: 364/KM 17200
JI. Cilebut Raya No 02A Kota Bogor / 1: 0813 1150 5985 / & contactWasvarwang.com
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4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 lentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserfa Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubamur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikola.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomaor 14 Tahun 2025 tentang Perubshan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Mo 6 Tahun 2025 Tentang
Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Pulusan Mahkama
Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 kabupaten Pasaman.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL02.4-5D/06/2025 Tanggal 7 Apnil 2025
Tentang Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Uniuk Pelaskanaan Pemungutan Suara
Utang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstifusi.

Bordasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupali Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak, MM, dan
Desrizal, 5.K.M., M.Kes, lerdin dan:

1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening
Khissus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebefum pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye, dan penenmaan sumbangan yang bersumber dani pasangan Calon
dan/atau Partal Politk atau Gabungan Partai Poliik dan pihak lain yang dimulai sefk
ditatapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (salu) han sebelum penyampaian LADK
kepada KPU Kabupaten Pasaman;

2 Laporan Pemben Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Peserla Pemilu sefelah |ADK disampaikan sampai
dengan 1 (satu) har sebelum penyampaian LPSDK kepada KPLl Kabupaten Pasaman; dan

3 Laporan Penenimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalsh pembukuan yang
memuat sefuruh penedmaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulal sejak ditetapkan
sabagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirmya masa kampanye.

|zin Usaha Kantor Akimtan Publik No: 354/EM |/ 200
JI. Cilebut Raya Ma D24 Kota Bogor / - 0813 IS0 5985 / & contacttasvariwang com




__.-ﬁ"\_tmruﬂ ARUNTAN PUBLIK
*«..,E_LAE'MH[WIIHEI b HEKAN

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilinan Limum
Nomor 14 tahun 2024. Kriteria lersebul juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasang Calon
Walikota dan Waki Wabkota dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Krileria yang wajib dipatuhi
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan
Desnzal, S.K.M., M.Kes, dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah.
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a. Pembukaan - Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 14 tahun 2024
1) Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka
RKDK pada Bank Umum;

7] Pasal 12 ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening
pribadi Pasangan Calon;

3) Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik
Pesarta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemdlu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan salah satu calon dani Pasangan Calon;

4) Pasal 12 ayal (G), Spesimen fanda fangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;

5) Pasal 12 ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK fidak melampaui ketentuan pembukaan

RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Har sebelum masa
Kampanye dimulai.

B) Pasal 12 ayat (9), Parlai Poliik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemily
yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan
pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU
Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur dan KPU KabupatenKota untuk
pemifihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
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7) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formudir yang ditujukan
kepada KPU Provinsi untuk pemihan gubermur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

B) Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dar Pasangan Calon
berhalangan telap dalam jangka wakiu sejak penefapan Pasangan Calon sampai dengan
30 (tiga puluh) Har sabelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan
pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kena setelah ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemiihan gubemur dan wakil gubemur dan KPU
Kabpaten/Kota untuk pemiihan bupati dan wakil bupai atau walikota dan wakil walikota.

%) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
1) putusan Bawasl; atau
2} putusan pengadilan yang tetah berkekuatan hukum tetap,
yang melewali tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan
KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilinan, RKDK dapat dibuka pada
Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Har kenja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon
pdeh KPU Provinsi untuk pemilihan gubermur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

b. Pengelolaan - Pasal 13 ayat (7), PKPU Nomor 14 tahun 2024 Dalam hal RKDK dikelola oleh
pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada
KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kola untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

¢, Pelaporan = PKPL Momor 14 tahun 2024:
1) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pamslu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya
1 (satu) nomor RKDI.
2) Pasal 11 ayat (2), Penermaan Dana Kampanye yang berbentuk uang waijib ditempatian
pada RKDK terebin dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
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d. Penutupan - PKPU Nomor 14 tahun 2024:
1) Pasal 15 ayat (3) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setefah masa
Kampanye berakhir, :

2} Pasal 15 ayat (5) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajb dibuktikan dengan
surat pernyataan dan Bank Umum.

3 Pasal 15 ayat (), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pemyataan penutupan
RKD¥ dan Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setalah masa Kampanye berakhir.

£. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan informasi — PKPU Nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 26 ayat (1), yang memuat informasi:
a) RKDK
b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber pevolahan;
) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pangeluaran untuk kegialan kampanye apabila dderima sebelum perode pembukuan;
d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK
) nomor pokok wajib pajak Pasangan Calon; dan
fi  bukt penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabian.
2) Pasal 26 ayat (5) PKPL Nomaor 14 tahun 2024, LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh
Pasangan Calon.

b. Periode pembukuan, Pasal 26 PKPU Nomor 14 tahun 2024:
1) ayat {2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan
RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
2) ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada wakiu yang ditentukan,
pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Fasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Han
sebelum wakiu penyampaian LADK;

L ]
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c. Kelengkapan dan Penyampasan, PKPU Nomor 14 tahun 2024

1) Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye,
paling lambat 23.59 waktu setempat;

?) Pasal 31 ayat (4), apabila terdapal perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk unfuk pemiihan Gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilinan Bupali dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda tefima perbaikan dan
berita acara pencermatan dar pengembalian dan berita acara hasil pencermatan danl KPU,
paling lambat pukul 23.59 wakiu setempat

3) Pasal 27 ayat (1}, Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Har
sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
sefelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten®ota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh)
Har sebelum han pemungutan suara maka LADK dilskukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambal 3 (liga) Hari selelah ditefapkan Pasangan Calon
penggantibanu odeh KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur dan
KPU Kabupaternviota unfuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota

4) Pasal 27 ayal (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan putusan
Bawashy Provinsi untuk pemilihan gubermur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewali tanggal
penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang imapm dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (biga) Hari sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provingi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten®ota untuk pemilinan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.
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5) Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi

atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan fingkatannya, yang dilengkaps dengan:

a) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

¢} FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE:;

d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

a) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

) FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE (LADK);

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

h) Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Polilik atau Gabuangan Partai Polifik;

i) Surat Pemyataan Penyumbang dan Perseorangan;

i} Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

k) Bukii-bukii transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran,

6) Pasal 31 ayat (3), (4), dan Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan
Calon diberikan tanda berima perbaikan okeh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka
Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan menggunakan formulir yang tercanturn dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdin
atas:

a) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;

b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

¢) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PEMERIMAAN DAN PENGELUARAN DAMA
KAMPANYE;

d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

a) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKLUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

fi FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE;

g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

h) Surat Pemyataan Penyumbang dan Partai Politik atau Gabuangan Partal Politik;

Surat Permyataan Penyumbang dari Perseorangan;

=
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i) Surat Pemyataan Penyumbang dar Badan Hukum Swasta; dan
k] Bukfi-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pember Dana Sumbangan Kampanye (LPSDK)
a. Muatan informasi;

1) Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 14 tahun 2024, LPSDK memuat informasi:
a) RKDK;
b) Jumlah sumbangan dana kampariye,
c) Catatan penenma Pasangan Calon;
d) Indentitas peryumbang
&) Nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan Calon,
fi Bukl penerimaan yang dapal dipertanggung-jawabkan;
g) Surat pernyataan penyumbang.
2) Pasal 28 ayat (5) PKPU Nomor 14 fahun 2024, LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh
Pasangan Calon,

b. Periode pembukuan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi
penode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Han setelah penutupan pembukuan LADK
sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

¢. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan:

1) Pasal 32 PKPU Nomor 14 tahun 2024 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK
kepada KPU melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk untuk pemilihan Gubemur dan
KPU Kabupaten®ota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempal;

2) Pasal 32 PKPU Nomor 14 tahun 2024 ayat (4), apabila terdapat perbaikan, maka LFSDK
perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provins
untuk untuk pemilihan Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota melals Skadaka paling lambat 1 (satu) hari sejak
menerima tanda terima perbaikan dan berita acara pencermatan dari pengembakan dan
berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk untuk pemiihan Gubemur dan KPLU
KabupatenKota untuk pemilinan Bupati dan Wakil Bupati atau Walkota dan Wakil Walkota,
paling lambat pukud 23.59 wakiu setempat;
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3) Pasal 29 PKPU Nomor 14 tahun 2024 ayat (1), Dalam hal salah salu calon atau Pasangan

Calon dengan kondisi;

a) berhalangan lelap sejak penelapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Han
sabelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubermur dan wakil
gubermur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Harn setelah
ditetapkan Pasangan Calon penggantibaru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/ota untuk pemilinan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikola.

b) berhalangan letap selelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (figa puluh) Hari
sabelum han pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambat 3 (liga) Han setelah ditetapkan Pasangan Calon
penggantvbary cleh KPU Provinsi unfuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur dan
KPU Kabupaten/Kota uniuk pemilihan bupati dan wakil bupati alau walikota dan wakil
walikola.

4) Pasal 29 PKPU Nomor 14 tahun 2024 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang
ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu Provinsi unfuk pemilinan gubemur dan wakil gubemur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupali atau walikota dan
wakil walikota; atau

b) putusan pengaditan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewali tanggal
penyampatan LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilinan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon odeh KPU Provins untuk pemilihan gubermur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pamilihan bupali dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota
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5) Pasal 32 PKPU Nomor 14 iahun 2024 ayal (2) dan Lampiran XII, Penyerahan LPSDK kepada
KPU Provinsi atay KPU Kabupaten/Kola sesuai dengan lingkatannya, yang dilengkapi
dengan: ;

a) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

¢} FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
PEMERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK),

d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

g) Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partal Politik;

fi Surat anyalaan Penyumbang dari Perseorangan;

g) Surat Pemyataan Penyumbang dan Badan Hukum Swasta; dan

h) Bukti-bukti transaksi penarimaan.

B) Pasal 45 PKPU Nomor 14 tahun 2024 ayat (3) dan Lamgpiran XV, Apabila LPSOK yang
disampaikan Pasangan Calon diberkan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU KabupatenvKota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupali atau walikota dan wakil walikola maka Pasangan Calon wapb melengkaps
danvatau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan KPU ferdin atas:

a. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

b. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

c. FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

FENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

Sural Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partal Politik;

Surat Pemyataan Penyumbang dan Ferseorangan;

Surai Pemyataan Penyumbang darn Badan Hukum Swasta; dan

Bukti-bukti fransaksi penenmaan dan fransaks: pengeduaran.
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F.

4. Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan Informasi, Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 14 tahun 2024, LPPDK memual informasi:

1) REDK;

2} sabdo awal atau saldo pembukaan dan sumber perclehan;

3) sakdo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penenimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila ditenma sebelum periode pembukuan;

4) catatan panerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
REDK;

5) nomor pokok wajib pajak Pasangan Calon;

6) bukti penenmaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7) saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

b. Periode pembukuzan, Pasal 30 PKPU Nomor 14 tahun 2024
1) ayat (3), periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu)
hari setelah penutupan LADK dan ditutup pada masa Kampanye berakhir;
2) ayal (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon yang bersangkutan,

c. Kedengkapan dan Penyampaian
1) Pasal 33 PKPU Nomor 14 tahun 2024

a) ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi untuk uniuk pemilihan Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
Bupati dan Wakil Bupali atay Walkaola dan Wakil Waliketa

b) ayat(2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang dunggah melalu Sikadeka paling
lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir
pukul 23.59 waktu selempal;

c) ayat (4), apabila LPPDK yang disampaikan dibenkan tanda ferima terdapat perbaikan,
maka LPPDK perbaikan disampatkan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi unfuk untuk pemilihan Gubemur dan KPU Kabupaten®ota untuk
pemilihan Bupali dan Wakil Bupati atau Walikota dan Waki Walikota maka Fasangan
Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki;
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d) ayal (5), LPPDK Perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi
untuk untuk pemilihan Gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walkota dan Wakd Walikota melalui sskadeka paking lambat 1 (satu)
hari sejak menerima tanda terima perbalkan dan benta acara hasil pencermatan dan
KPU Provinsi untuk untuk pemiihan Gubemur dan KPU Kabupatenota untuk
pemilinan Bupafi dan Wakil Bupafi atau Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat
23,59 wakiu setempat;

e) ayat (6), dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan
LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan awdit.

d. Sumber klasifikasi identitas penyumbang, sebagaimana diatur datam PKPU Nomar 14 tahun
2024;
1) Pasal § ayat (1), dana Kampanye Pemilu Pasangan Calon diusulkan Partai Politik Peserta
Pemilu atau gabungan Partai Podiik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
a) Sumbangan Partal Polifik Peserta Pemilu dan/atau gabungan Partai Polilik Pesarta
Pamilu
b) Sumbangan Pasangan Calon; danfatau
c) Sumnbangan lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau
badan hukum swasta.
2) Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan dapat diperoleh dari:
a) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b) Sumbangan lain yang tidak mengikal yang mefiputi sumbangan persecrangan dan/atau
badan hukum swasta.
3) Pasal6 ayat (5), Perolehan dana Kampanye sebagai mana dimaksud ayat (1) dan (2) harus
dilengkapi dengan informasi identilas yang jelas;

. Pencatatan Penerimaan Sumbangan
1) Pasal 21 ayat (2) sampai (4), Pasal 16 ayat (1) sampai (3), Pasal 17 ayat (1) sampai (3)
PKPU Nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mencalal dan melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang, barang, danfatau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasulk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewaiaran
transaksi jual bedi secara umum) yang diterima ke dalam pembukuan penenmaan dana
kampanye,
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2) Pasal 11 ayat (2), penerimaan Dana Kampany® yang berbentuk uang wayib ditempatkan
pada REDK terebih dahulu sebalum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

Batasan/ kesesuaian sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2024 Pasal

9 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon mematuhi jumiah penerimaan sumbangan (mencakup uang,

barang, dan/atau jasa yang dikonverstkan dengan ndai uang, termasuk utang dan diskon

pembelian barang atau jasa yang melebini batas kewajaran transaksi jual beli secara umum)

yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumiah di bawah ini:

1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang
persearangan; dan

2) Rp50.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang kelompok, perusahaan, darvatau badan usaha nonpemerintah.

g. Sumbangan yang ditarang, Pasal 73 ayat (1) PKPU Nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon

yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berkut:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan
Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dan:
1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga

negara asing,

2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya,
3) Pemerintah dan Pemevintah Diaerah; dan

4) badan usaha milk negara, badan usaha milik dagrah, dan badan usaha milik desa atau
sebutan lain.

b. Pasangan Calon perseorangan dan Partal Politk Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Poktik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan
melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berkut:

1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2) wajib  melaporkan sumbangan lersebut kepada KPU Provinsi atau KPU
. Kabupaten/Kota; dan

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambal 14 (empal bekas) han
setelah kampanye berakhir,
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h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun

2024:

1) Pasal 18 ayat (1), pengeluaran kampanye Pasangan Calon yaitu untuk:

a) Pembiayaan akfivitas kampanye;
b) Pembayaran hutang, dan
¢) Pengeluaran kain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 18 ayat (7), setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual bal
yang berlaku secara umum, diperiakukan ketentuan sumbangan,

3} Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang,
barang, danfatau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan temisah dan
pambukuan keuangan prbadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. -

4) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk
dan jumiah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapal dipertanggungjawabkan,

5) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

B) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumiah
kelabihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Karni melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukl yang relevan dan lerbatas pada informasi yang
tertuang pada Laporan Dana Kamparnye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupali Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S K.M., MKes,. Pada
suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapal keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara
sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketdakpatuhan dan
kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karaktenstik yang
melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana
Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye lersebut. Pemeriksaan
kami juga terbatas hanya pada dokumen danVatau informasi yang diserahkan danialau disediakan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak, M.M. Dan
Desrizal, 5.KM., MKes., sehingga kami fidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak
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diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal alas kepatuhan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.K.M., M. Kes,
terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Drs. H. Mara Ondak , M.M. dan Desrizal , 5km.,M.Kes

Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.K.M., M.Kes, bertanggungjawab alas penyusunan Laparan
Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab
lersebut juga mencakup penerapan metode pendlaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam
laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk
penyusunan laporan.

Drs. H. Mara Ondak, MM. dan Desrizal, SK.M., M.Kes, juga bertanggung jawab atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkail Dana Kampanye, sebagaimana yang lelah dinyatakan
dalam Asersi Laporan Penermaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Drs. H. Mara Ondak, MM, dan
Desrizal, 5.K.M., MKes, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten Pasaman tertanggal
16 April 2025,

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapal dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebul berdasarkan prosedur-prosedur yang
kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini bardasarkan Standar
Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022); “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi
Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akunian Publik Indonesia. Standar tersebut mewajiblan
kami untuk memenuhi kelentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profiesi Akuntan Publik
termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang ledibat dalam Perikalan Asurans ini.
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perkatan Asurans
secara mamadai dalam mendukung kesimpulan kami. -

Beluruh personel profesional kami memiliki kompefensi dan pengmamm yang diperiukan dalam
melaksanakan Perkatan Asurans inl. Sesual dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Nomar 14 Tahun 2025, kami melaksanakan perikatan ini selama 2 {dua) har kalender terhitung
sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten
Pasaman Drs. H. Mara Ondak, MM, dan Desrizal, SK.M., M Kes.,.

Izin Uzaha Kentor Akuntan Pubik Mo 564/KM |/ 2007
JI. Cilebut Raya Mo 024, Kota Bogor / t: 0813 1150 5985 / & contact@asvarmwannl.com




ﬁ“ﬁ.ﬁﬂ]l]ﬁ“llmn! PUBLIK
RS ASVARIW ANG! B REXKAN
Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten Pasaman

Drs. H. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, 5.K.M., M.Kes, dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas,

telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Paraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 dan Peraturan Fomisi Pemilihan Umum Kabupaten Fasaman

Momor 14 Tahun 2025,

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Pasaman
dan sesuai dengan Sural Perjanjian Kontrak yang ltelah disepakatl. Oleh karena ifu kami tidsk
bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini okeh pehak lain dan/atau untuk Wiuan lainmya.

Register Akurtan Publik Mo. AP. 1348
No. [zin 964/KM.1/2017

Bogor, 19 Apri 2025

{zin Usatha Kantor Akurtan Publik No: 364/KM.17 2017
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F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
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ASERSI| ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan
2. Nama
Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Drs. H. MARA ONDAK , M.M.

JL. BHAKTI IBU NO 16, NAGARI DURIAN TINGGI, KECAMATAN
LUBUK SIKAPING

1308053008680003

Calon Bupati

DESRIZAL , SKM.,M.Kes

JL. PROF. DR. HAMKA NO. 85 C, NAGARI TANJUNG BERINGIN,
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

1308051902630001

Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 4 5
A. |Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. [Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka [ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Patuh

RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon |Peraturan KPU Nomor 14
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. tentang Dana  Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak |Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)|KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum masa Kampanye dimulai. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor|Pasal 13 ayat (4) Peraturan Patuh
RKDK kepada KPU Kabupaten. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
2. |Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan Patuh
berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum|KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 |Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan|Pasal 15 ayat (6) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye dari bank umum|KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari| Kampanye Pemilihan Gubernur
setelah masa Kampanye. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. [Muatan Informasi |Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh

a.

b.

RKDK;

Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila  diterima  sebelum  periode
pembukuan;

Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;

Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan

Bukti penerimaan dan
dipertanggungjawabkan.

pengeluaran yang dapat

KPU Nomor 14 tentang

Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. |Pembukuan . Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang |Pasal 26 ayat (2) Peraturan Patuh
dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) | KPU Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum waktu penyampaian LADK. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari|Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan |KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab|Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. [Penyampaian . Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka; tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa|Pasal 31 ayat (2) Peraturan Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; |KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Patuh
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui|Peraturan KPU Nomor 14
Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima |tentang Dana  Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan | Pemilihan Gubernur dan Wakil
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu |Gubernur, Bupati dan Wakil
setempat. Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota
4. |Kelengkapan . Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)
11)

12)

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK) PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
C. |Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. [Muatan Informasi |Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU |Pasal 28 ayat (2) Peraturan Patuh
Kabupaten yang memuat informasi: KPU Nomor 14
a. RKDK tentang Dana Kampanye
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; Pemilihan Gubernur dan Wakil
c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam [Wakil Bupati, Serta Walikota
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
dan
g. Surat pernyataan penyumbang.
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan|Pasal 28 ayat (3) Peraturan Patuh
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan|KPU Nomor 14 tentang Dana
LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum|Kampanye Pemilihan Gubernur
penyampaian LPSDK. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta|Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten |Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling | tentang Dana  Kampanye
lambat pukul 23.59 waktu setempat. Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 32 ayat (4) Peraturan Patuh
LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui|KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima|Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan ([dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu|dan Wakil Bupati, Serta
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti
pengeluaran

transaksi penerimaan dan transaksi

. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
PERBAIKAN;

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
D. |Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. [Muatan Informasi |Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: Pasal 30 ayat (1) Peraturan Patuh
a. RKDK; Komisi Pemilihan Umum
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber|Nomor 14 tentang Dana
perolehan; Kampanye
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Pemilihan Gubernur dan Wakil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan | Gubernur, Bupati dan Wakil
Kampanye apabila diterima  sebelum  periode|Bupati, Serta Walikota dan
pembukuan; Wakil Walikota
d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
dan
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah|Pasal 30 ayat (3) Peraturan Patuh
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat|{KPU Nomor 14 tentang Dana
masa Kampanye berakhir. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan Patuh
keuangan pribadi Pasangan | KPU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta|Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu|dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (7) Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran|KPU Nomor ...tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat|Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjawabkan. dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab [Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten|Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang|Peraturan KPU Nomor 14
diunggah melalui Sikadeka. tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota




PATUH/

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari|Pasal 33 ayat (2) Peraturan Patuh
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 |KPU Nomor 14 tentang Dana
waktu setempat. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |[Pasal 33 ayat (5) Peraturan Patuh
LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui| KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima|Kampanye Pemilihan Gubernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan ([dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu|dan Wakil Bupati, Serta
setempat. Walikota dan Wakil Walikota
4. |Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE (LPPDK);
7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi

. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK
perbaikan yang terdiri atas:




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

PENERIMAAN

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank Umum vyang
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup; dan

Bukti-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan dan transaksi

Ketentuan Lainnya

Sumber
Kampanye

Dana

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politk yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum

swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami

mematuhi jumlah maksimal

batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
sumbangan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh




NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

a. Dana Kampanye vyang berasal dari pihak lain
perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

Sumbangan yang
Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada
KPU Kabupaten; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.

Pasal 73 Peraturan KPU
Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pengeluaran
Dana Kampanye

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian
barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan.

¢) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

-

M@=

PASAMAN JUARA

(Drs. H. MARA ONDAK , M.M.)

Lubuk Sikaping, 16 April 2025

CALON WAKIL BUPATI

( DESRIZAL , SKM.,M.Kes)




A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

@) T

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DRS. H. MARA ONDAK , M.M. - DESRIZAL , SKM.,M.KES

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 08 April 2025 s/d 15 April 2025

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A.1 [Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
1. Pasangan Calon 70.000.000
2. Partai Politik atau Gabungan Partai 0
Politik
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 70.000.000 0 0
A.3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN
A.4  |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 70.000.000 0 0
B Pengeluaran sebelum periode 0 0 0
pembukuan




BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
B.1 [Pengeluaran
1. Rapat Umum 0 0 0
2. Pertemuan Terbatas 0 0 0
3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 3.000.000 0 0
4., Pembuatan/Produksi Iklan di Media 0 0 0
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 0 0 0
Peraga Kampanye
6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 4.800.000 0 0
Umum
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 62.200.000 0
Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 0
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan
9. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank 0 0 0
b. Pembelian Aset 0 0 0
c. Pembelian Peralatan 0 0 0
d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0
e. Pembayaran Utang Pembelian 0 0 0
Barang
f. Pengeluaran Lain 0 0 0
TOTAL PENGELUARAN 70.000.000 0 0
C Utang
1. Utang Pembelian Barang 0 0 0
D Saldo
1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0
Kampanye
2. Kas di Bendahara
Barang 0

CALON BUPATI

-

M®:

PASAMAN JUARA

(Drs. H. MARA ONDAK , M.M.)

CALON

( DESRIZAL ,

Lubuk Sikapirng, 16 April 2025

L BUPATI

KM.,M.Kes)
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Registered Pu

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: SPA001/678.KM.1.2017/SPA-3000/1V /2025

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
berdasarkan perikatan 24/SPK/PBJ.02/1308/2025, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan
keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye
Sabar AS, SAG.,M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M untuk periode 8 Maret 2025 sampai dengan 15 April
2025 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan K etigaatas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan

Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana
Kampanye Sabar AS, S AG.,M.S| - Sukardi , S.PD.,M.M terdiri dari:

1.

Laporan Awa Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan

blic Accountants | License No, 678/KM.1/2017
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1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan
sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman; dan

3.  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (L PPDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sgjak 1 (satu)
hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Sabar AS

, SAAG.M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang

wajib dipatuhi oleh Sabar AS, SAG.,M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M dalam menyusun L aporan Dana

Kampanye adal ah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a.  Pembukaan, Pasal 12 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusul kan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib
membuka RKDK pada Bank Umum.

2) ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening
pribadi Pasangan Calon.

3) ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibukaoleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4) ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.

5) ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan
RKDK vyaitu sgjak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye dimulai.

6) ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang
ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/K ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

7) ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang
ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
KPU Kabupaten/K ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

Registered Public Accountants | License No. 678/KM.1/2017
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b. Pembukaan, Pasal 13 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pembukaan RKDK
dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/K ota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

¢c. Pembukaan, Pasal 14 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau sdlah satu dari Pasangan Calon
berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai
dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon
pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

1) putusan Bawaslu; atau

2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK
dapat dibuka pada Bank Umum paling lambar 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/K ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.

d. Pengelolaan, Pasal 13 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dalam hal RKDK dikelola
oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola
RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/K ota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.

e.  Pelaporan, sehagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan
melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

2) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

f.  Penutupan, Pasal 15 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa
Kampanye berakhir,

2) ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan
surat pernyataan dari Bank Umum, dan

3) ayat(6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK
dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
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2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a  Muatan Informasi, Pasal 26 PK PU nomor 14 tahun 2024:
1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
a) RKDK; :
b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
¢) sado awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;
d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;
€) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
f)  bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b.  Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK vyaitu sgjak
pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

2) ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang
ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai
dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa
Kampanye, paling lambat pukul 2359 wakiu setempat. Pasangan Calon
menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang
diunggah melalui Sikadeka.

2) ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh
Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sgjak
menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 27 PK PU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3
(tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provins untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

b) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
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2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati
penyampaian tanggal LADK sebagaiman diatur dalam Peraturan KPU tentang
tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling
lambat 3 (tiga) Hari sgjak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provins untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU nomor 14
tahun 2024, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU K abupaten/K ota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengel uaran Dana Kampanye;

4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

5)  Formulir 5, Lapofan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

6) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas L aporan Awal DanaKampanye

(LADK);

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

f. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran X1V PKPU
nomor 14 tahun 2024, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan
tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota, maka Pasangan
Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri
atas:

1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;

2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

S) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

6) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas L aporan Awal Dana Kampanye;
7) Salinan dan Rekening K oran Rekening K husus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
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10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.
Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (softfile)
kepada KPU Provinsi untuk pemilihan. gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat
kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (softfile), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (L PSDK)
a  Muatan Informasi Pasal 28 PK PU nomor 14 tahun 2024,

1) ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi LPSDK:

a) RKDK;

b) jumlah sumbangan Dana Kampanye;

C) catatan penerimaan Pasangan Calon;

d) identitas penyumbang;

e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;

g) surat pernyataan penyumbang.
2) ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan Pasal 28 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon
mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024,
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran | Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen
LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila
terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada
KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan
berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provins atau KPU
Kabupaten/K ota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 29 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK
disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
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gubernur dan KPU Kabupaten/K ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota.

b) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan
disampaikan dan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan
Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/K ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota.

2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota; atau

b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tangal
penyampain LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang

tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling
lambat 3 (tiga) Hari sgjak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinss untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/K'ota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

f. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran X1l PKPU nomor 14
tahun 2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota
sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (L PSDK);

2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (L PSDK);

4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

g. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU nomor 14
tahun 2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Perbaikan;
2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
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3) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

S) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (softfile)

kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat

kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (softfile), sesuai dengan waktu

penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk

pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan

bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (L PPDK)

a  Muatan Informasi, Pasal 30 PKPU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

a) RKDK;

b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

¢) sddo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan Pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

d) catatan penerimaan dan Pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

€) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

f) bukti penerimaan dan Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

g) sado akhir pada saat penutupan pembukuan RKDK.

2) ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, Pasal 30 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon
mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sgjak 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PK PU nomor 14 tahun 2024:

1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen
LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

2) ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda
perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU Kabupaten/K ota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
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dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda
perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/K ota untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII PKPU nomor 14
tahun 2024, Penyampaian L PPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK
Perbaikan dan LPSDK atau L PSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

1)  Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (L PPDK);

2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengel uaran Dana Kampanye;

4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

7) Salinan dan Rekening K oran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan
Calon bersangkutan telah ditutup.

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseroangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengel uaran.

e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU nomor 14
tahun 2024, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda
terima perbaikan oleh KPU Provins atau KPU Kabupaten/K ota, maka Pasangan Calon
wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU terdiri atas:
1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Perbaikan;

2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye,

6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK);

7)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan
Calon bersangkutan telah ditutup;

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
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10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseroangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

Pasangan Calon menyampaikan dapat LPRPDK dalam bentuk fisik atau digital (softfile)

kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil

walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat

kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (softfile), sesuai dengan waktu

penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

f.  Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor

14 tahun 2024:

1) Pasa 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana
Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dapat diperoleh dari:

a) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon;

b) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

¢) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

2) Pasa 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseroangan, dapat diperoleh
dari:

a) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan
perseroangan dan/atau badan hukum swasta.

3) Pasa 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi
identitas yang jelas.

4) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan
penyumbang yang memuat informas identitas penyumbang dan jumlah
sumbangan.

Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta
wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

5) Pasa 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke
RKDK disertai identitas penyumbang. Identitas penyumbang dapat berupa surat
keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan
penyumbang.

g. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:
1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang,

barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan
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diskon pembelian barang atau jasayang mel ebihi batas kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.

3) Partal Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.

4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib
mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye
dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

h.  Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 11 ayat (2) PK PU nomor 14 tahun 2024, Dana
Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan kampanye.

i. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimanadiatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024
Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk
utang dan diskon pembeélian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak
melebihi jumlah di bawah ini:

1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang perseorangan; dan

2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye
untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan
merupakan pengusul Pasangan Calon.

j-  Sumbangan yang dilarang, sebagaimanadiatur PKPU nomor 14 tahun 2024.

1) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
Kampanye yang berasal dari:

a) negaraasing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan
warga negara asing;

b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebutan lain.

2) Pasal 9 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon perseorangan dan
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan,
harus mematuhi ketentuan berikut:

a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/K ota; dan
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c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

d) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil. Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

k. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana diatur PK PU nomor 14 tahun 2024:

1) Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:

a) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau
pembayaran Jasa);

b) pembayaran hutang; dan

¢) pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

2) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

3) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengel uaran berupa uang,
barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari
pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

4) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang
bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

5) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi
dalam pemungutan dan penghitungan suara.

6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara
sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi
yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Sabar AS ,
SAG.,M.Sl - Sukardi , SPD.,M.M. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat
keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan
adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat
keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai
asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara
menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada
dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Sabar AS , S AG.,M.SI -
Sukardi , S.PD.,M.M, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak
diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Sabar AS
, SAG.,M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
Laporan Dana Kampanye.
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Tanggung Jawab Pasangan Calon Sabar AS, S AG.M.S - Sukardi , S.PD..M.M

Sabar AS, SAG.,M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab
tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian,.asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam
laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk
penyusunan laporan. Sabar AS , SAG.,M.SI - Sukardi , SPD.,M.M juga bertanggung jawab atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang
telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat
dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-
prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini
berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau
Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang
terlibat dalam Perikatan Asuransini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan
dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.
Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini sesuai ketentuan terhitung sejak kami
menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sabar AS , SAG.,M.Sl -
Sukardi , S.PD.,M.M dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Sabar AS, S AG.,M.SI - Sukardi , S.PD.,M.M dalam Laporan Dana
Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan L apor an

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan
Umum K abupaten Pasaman dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena
itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporanini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan
lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo

Rekan
NDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO

Registered Public Accountants

W y Adrianto, CPA
I1zin Akuntan Publik No. AP. 0060
Jakarta, 19 April 2025
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ASERS! ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELLARAN DANA KAMPANYE
PASARGAN CALDMN BUFATH DAN WAKIL BLIPATI

Fami yang bortanda teigan di bawah im:

1.  HNama SABAR AS | 540 M.Si
Alamai o Rumah Dines Bupatl. d Sudirmen ko 40 Jr Tangung Adai
Momer induk Kependudukan 1371120108760007
Jalsatan Calon Bupimi
2 Nama SUKARDI , 5.Pd, MM
Alamat Pasar Bary, Jorong Kampuny ajl
Homer Induk Kependudukan - 1308130705700002
Jabatan Caion Wakil Bupati

Dengan inl menymEken kepaiuhan kam jerhadap keteriuen Lindang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 E=nang Penstagan Peraiunan
Famenntah Panggant Undang-Lindang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban Gubernur, Bupat, dan 'Wallkota Menadl Undang-
Lindang sehagaimans telgh beberspa kali diobah, terpkhie dengan Lindang-Undang Momor 6 Tahun 2020 1entang Penetapon
Pemuran Pemerinalh Penggantl Unifang-Undang Mamor 2 Tehun 2020 tentang Perubahan Kefiga a@s Undang-Undang Momoe 1
Tahin 2015 tentang Penstapan Peraturan Pamariniah Pengganti Lindang-Uindang Momor $ Tahun 2004 sentang  Pemilitkan
Gubernus, Bupalh dan Wadleots Menjas Uindang-Undang Manjadi Undang-Lindang dan Pemiuran Komesi Pamiliban Urum Nomos 14
Tahun 2024 lentang Dang Kampenye Pamilikan Bupall dan Wakil Bupatl, sebagal berikut:

PATUH/
NG HAL LIMSLIR KEPATLSAMN PERATURARN TERKAIT TECAE
FATLH
| 3 i 5
A, | Rekaning Khusis Dann Kampaoys [FEDE)
1 |Pemibukaan A Eaml dan Persskian Panal Poliik Pengusid membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayal (2}  Path
REDY pada Bank Umum aies niwna Pasangan Calon | Perafuran BEPU MNomor 14
dlan teppeak dad rekening prinadi Pasangan Caion, ientang Dana  EKampanye
Pamiihan Gubarmur dan Wik
Guharme, Bupati dan  Wakil
Bupak,  Sefia Walkots  dan
Wakil Waliknta
o Bami membuka REDE pada Bank Lmum dmlal semk | Pasal 12 ayat 7)) Pemduran|  Patuh

pendattaran Pasangan Calon ssmpal dengan 1 [Satu)
| sabelim mass ¥amparns dimols),

KPU Mamor 14 temang Dana
Kamparmye Pemilihan Gubeonur
dam \Wakil Cubemui, Bupall
dan  Wakil  Bupali, Sora
Wiabikorin dan \Wakil Wiilikota




PATUKS
e HAL LUNSUR KEPATUHAM PERATURAN TEREAIT TIDAK
PATUH
1 2 c | d i1
£ Kami membuks dan melaporkan hanya 1 (sall) nomor|Pasal 13 ayal (£) Pesaluran]  Pauh
RAEDH kepada KPU Kabupaten, KPU Momol 14 (ermang Cana
Eompanye Pemilban Guibemnur
dien Wekl  Gubemurn,  Bupa
dan  ‘Wakil Bupali, Seria
Walikaln den Wakil Walikaia
& |Pengeolnom Bams menempalknn penermaan Dana Eampanye yang [Pasal 11 ey (2) Peatwan| Peuh
berbemiuk Gang pada REDE fedebéh datilu  sebelum |[KPU Momoe 14 tentang Dana
digunaken unluk kegiaian Kampangs Pemilihan, Kampanye Pemifihan Gubedrur
dan Wikl Gubernuy, Bupat
dan Wekll Bupal, Sera
Waldonin dan Wakil Walikniz
i |Panunupan &. Kam menumup REDE pada Benk Umaem paling lembar 2| Pasal 15 ayar [3) Peragiran|  Pasuh
[dum} Hail selelah mass Knmpaiys beraide, KB Momod 14 tentang Dana
Kampanye Pemilikan Gubarrius
dan Wakil Guberm, Bugst
dan  Wakd  Bupadi, Sea
‘ilaliota dan Wakcl Wakkom
b Kam  menysmpaikan  sural  pemyaloan periepan | Pasal 15 aya (6) Perauran|  Pawmh
relening khusws dana kempanye dar bank  mum | KPU Momor 14 (sriang Doang
kepada KPU Kabupalen, paling lambal 2 (dus) Hani| Kampanye Pamihan Gubssrmur
sniefah masa Kampamye, dar Wakil Gubemur, Bupat
danm  Wakil  Bupali, Sera
Wialikoia dan Wakil Walikoma
B |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1, |Msiatan Informasi | Bami manpsun LADK ying momual miorms: Fasal M6 ayat (1] Peratiman Paluh
a AKDE, K.PL Momor 14 tentang
b Saldo swal REDE alan saldo pembukaan dain sumber |Dann Kampanye  Pemiiban
peralehan; Gasermuir den Wakil Gubermum,
c. Snido awnl pembukuan yang marspaken sisa sado hasil | Bupat den Wakil Bupatl, Sana
penerimaan sumbangen dan pengelusian wibul kegatan | Walicots dan 'Wakil 'Walikots,
Kamparye apabda dienma - sebelum periode
pemibikuan,
. Catmian penarimaan dan pengelusman Pasangan Calon
lefimasik sebslum permbukann REKDE;
e. Momor pokok wallb pafak mesing-masing Pasangan
Cadan; dan
1. Bukh perwnmazs dan  pangeluatan  yang  dapat
dipenanggunigawatikan.
2 |Pambubkan a Kam| memarcun LAOK dengan Paricde pembukiian yang | Passl 26 ayat (2} Persturan|  Paiih
dimulai sejak pambulaan FEDE sampal dergan 1 (sat) | KPU Nomal 14 lemang Dona
Har| sebelum wakiu pemyampasan LADE, #amparym Pemithan Gubarnur
dan  Wakll Gubemur, Bupss
dan ‘Whkil  Bupali, Sera
‘Walikota dan Wakil Wallkota




[y [

UNSUR KEPATUHAN

PERATLIRAMN TERRAIT

PATUH!
TIERAK
PATLIH

i

. Pambukian Dana Eampanye terpessah dan erpesah dan

jrenibukean KEuBnan b Pasargan
Calonipengunes’ anggolaipetsonel Panal Politik Pessrs
Pamily aiay Gabungan Fanal Polis Pesera Pemil

yang meengusidlcan Pasangsn Calan.

Pasal 21 ayat [ Pernturan
KPU Homar 14 tentang Dana
Kampamye Pemilihan Gubsrus
dan ‘Wakl Gubermur, Bugati
den  ‘Wekd  Bupall, Sems
Windkotn dan Wakil Walikoin

Pt

. Pembukuan Dana  Kampanye mencakup  informss

tentang bamuk dan jumiah penerimann dan pengeluanan
disertal buktl penenmaan dan pengeduaran yang dapat
ifiperanggungjasatikan,

Pazal 21 ayar (7)  Petawran
KL Momar 14 tentang Dana
Kampawe Pamiliban Gubssrrr
dan ‘Wakil ‘Gubernur, Bupal
don Wkl Bupati, Sesn
Walkkooa dan Wakll Walkma

Panmih

. Pembukuan Dang Kampanyée mengad tanggung b

Pasangan Calisn,

Fasal 21 ayal (8) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilian Gulssri
dan Wakll Guisirtur, Bl
¢an Wakl Bupas, Seta
Winlikora dian Waks Wilknin

Kam menyampaikan LADE kepada KPU Kabupaien
dengan mengrimian data dan dokomen LADK  yang
divirggah melalui Skadeks;

Pasal 31 ayat (1) dan ayar ()
Poratsan  KPU  Momor 14
iEmang Dana  Kampanya
Pemiiitan Guberwr dan Wil
Gubernuwe, Bupat dan Wakil
Bupad, Sertm \Walikota dan
Welnka ‘Waiikota

. Kami mermynmpalkin LADK 1 [S8fu) Har sebeium masa

Kampanye, palirg lambai pukul 23 58 wakie sefempart;

Pasal 31 ayal [2) Peraturan
EPL Momar 14 tantang Dana
Kampanye Pamilian Gubsrmur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Waldl Bupali, Seria
Wallkoba dian Wakil Walioooa

Pamih

. Apebila terdapat porbaikan, maka kami meryampakan

LADE pedaiken  kepade KPU  Kabupasen  mselals
Sikateka pabng lambal 3 (bga) Had sajak mensrima
Inndn pengembeian dan bems acars hasil pencarmsian
dor KPU Kphupaten, maling lambat pulal 2359 waks
SEfeTRal

Pasal 31 ayat (3] dan ayal (4]
Paranean  KPU  MNomor 14
tenfang  Dana  Kampanys
Pemilhan Gulernur dan Wakd
Gubermur, Bupall dan Weakil
Bupali, Serin \Walikotn dan
Wakil \Walikoia

Kalengkapan

Kami menyampaikan LADK sacara lengkap yang terdin
alan:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

(LATH),
4 FORMULIR Z DAFTAR PEMERIBLANN
SUMBAMNGAN DANA KAMEANYE,

) FORMULIE 3 LAPORAMN AKTIVITAS PENERIMASN
Duahl PEMGEL LIARAN DuAMA KAMPANYE,

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARAME
AN KAMPANYE:

Patiih




[

HAL UNSLIR KEPATLUFAN

FERATURAMN TER¥AIT

PATUHI
TICAK
PATLH

. 3

5] FORMULIR S LAPORAN AKTIATAS PENMERIMAAN
DAM  PFEMNGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEHELUM PERIODE PEMBLUELAN LAPCRAN
AWLL DANA KAMPANYE,

Bl FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGEUNG
JAWAR ATAS LAPDRAN AWAL DANA KAMPANYE
ILaDKY

7} FORMULIR LDE-RELAWAN (apabila ada);

Bl Salinan dan Rekening Koran Rekening Knusus Dana)
Kampesnye:;

) Surat Pemyataan Periyumbang dan Parss Polibk;

1) Sairad Pemmyataan Penyumbang den Perseorangan;

11) Suirml Permyatasn Pesyumbang dar Badan Hukum
Swasn, dan

13 Bulsi-buke wansakst persnmaan dan  transaksi
pengefuaran,

b. Apabia LADK yang kami sumpaiken dikembalikan olef
KR epbwipaten.  maka  kami melengkep  dondatou
memperbads dotamen LADK dinmsksed dengan LADE
pefbaikan yang terdin pins
1 FORMULIF 1 LAPORAN MMAL DAMNA KAMPANYE

{LLADHC) PEFRBAIKAM,
2) FORMULIR 2  DAFTAR  PENERIMAAN
SUMBAMNGAN DANA KAMPANYE,

3] FORNLULIR 3 LAPORAN ARTIVITAS PENERBAAAN
DN PENGELLIARAN DAMA KAMPANYE:

4 FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIMAN BARANG
DaMA KAMPANYE;

5] FORMLULIA S LAPORAM AKTIVITAS FEH-EHHMN
DaN  PENGELLAGAN  DANA  KAMPANYE
SEBELLM PERIODE PEMBLUKLUAMN LAPORAN
AWAL DAMA MAMPANYE,

fii FORMULIR 6 SURST PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAE ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
HLRDE),

71 Safinan dan Rekanng Koran Rekenmg Khuses Dama
Famiparnye

8] FORNLLR LK BELAWAN {apalila sida),

9 Sual Permyaiasn Pempembang dan Pama) Poliik:

10) Suial PermyaElaan Penyembang dar Pessorangarn,

11) Sural Pemyataan Permumbang dan Badan Hidsm
Swista; dan

12) Bukdi-trdati fransakes  prnevimann den transakai
pengehaaran

Laporan Pamben Sumbangan Dana &amsErme (LES0K]




PaTUH/

HAL LUNSUR KEPATLIHAN FPERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 &
Muatan informisi | Kami manysrssaikan LPSOK dan pemyenbang kepads KPU | Passl 28 ayat (27 Peraluran Patah
Embupaten Y reemust imonmasi EPU Nomor 14
a8 REDK tentang Dana Kampanmym
b Jumiah sumbangan Dang Karmganye, Pemilhan Gobemnur dan Wakil
¢ Catatan pensrimean Pasangan Calon, Gubernur, Bupas dan
d. idenfitas pemywmbang sebagaimena dimaksed dalam |Wakd Bupadi, Senia Walikoia
Pasal B ayat (3) dan ayat [4); dan Wikl Walkoa
& Womot pokck wajib pajek masngAmasng P asengsn
Cnlon;
I, Bukt penerimasn yang dapal dipesangpunpawabibnm
dan
0. Sursr pemyataan penyumbang,
Pambuiasan n Kami memusun LPSDE dengan Periode pembukuan | Pasal 28 ayar (3) Pesamran|  Patuh
yasfie) difmulid L (seti) Hes setelah perutupan pembikuan | KPU Momar 14 tentang Dara
LADE sampal cengan 1 (san)  Hen  sebelum | Kampanys Pemilihan Gubire
pemyampllsn LPSOK, dan Wkl Guisermue,  Bupall
dan ‘Waki Bupati, Senn
alikenbn dan Wikki| VWikkknim
b, Pembukuan Dana Kampanye terpeah dan pambuluan | Pasal 21 ayat (B) Peraswan|  Patuh
ki g pribadi Pasangan | KPU Nomoe 14 teetang Dana
Caloripenguisangjgoiaipersonel Partal Politk Pesera | Kamparye Pemilihan Gubemur
Pemilu ata Gabungan Partal Polsk Pesens Pemiu|dan Wakd Guborme, Bupall
vang mengiesuliian Pasangan Cabon, dan  \Wnkdl Bopadi, Sens
Wialikotn dan ‘Wakil Walikota
c. Pembukuni  Dana  Kamparye mencakup infoemas |Prsal 21 myel (7) Perstean|  Paiuh
tEntang benbik dan jumlah penermaan dan pengeluaran | KPU Nomor 14 fentang Dann
disenai buki pererimann dan pengeluaran yang dagal | Kemganye Pemilihan Gubemur
diperiangguingjawalkan. dan Wkl Gubemial, Bupall
dan ‘Wakil Bupati, Sera
Wallkoia den Wakil Wallkoia
d. Pempukuan Dana Kampanye menjedi tangoung jewel | Pasal 21 ayal (8) Perasiuan|  Paiuh
Fasangan Cakan, KPP Momor 14 leniang Danne
Ermpanye Pemiihan Gubemur
dan Wkl Gubemur, Bupad
dan Wakll  Bupai,  Sera
‘Wiallkota dan Wakd Wailkota
FenyBmpalan a. Kamn menyampakan LPSDE kepada KPU Katipaten | Pasal 32 ayad {1) dan ayal (8])  Paib
Laporan dengan menginmkan data dan dokumen LPSDK yang | Peraturan KPU Momor 14

divmggafi medalil Slkadeks sssual dengan padwal, paling
lambpd puing 3540 wokiu selempar

tentang  Danp  Eamparys
Pamitinan Gunemur dan Wakil
Gubemur, Bupah dan Wakil

Bupati, Serta “walikola  dan

Wiakil 'Walikota
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b. Apab#a @rdapal pertalkan, mska kami menyETEkan
LPSDK perbakan kepada KPL Kabupaben  metalul
Sicideka paling fAmba 1 (han) Han sejak manssma
tanda pengembalian dan berta acara hasl pencermalan
dori KPU Kaboganen, paing lambat kol 23.50 wakiy
SAlEMEL

Pasal 32 syl (4] Persturan
EPU Momoe 14 entang Dana
Eampaye Pemilihan Gulxsmae
dan Wkl Guilssris, Bupsal
dan ‘Waki Bupai, Sarin
Walkous dan Wakll Wallkota

Eami memyampaikan LPSEK secara engen yang el

BlEs:
1)

=

E

4

5)

&)
n
)

%

FORMULIE 1 LAPORAN FEMERIBAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK):

FORMUILIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

FORMLILIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
Jaweas  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN
SUMBAMNGAN DANA KAMPANYE (LPSDE)

FORMULIR LDK-RELAWAN (mpabila ada)y;

Saiinan dan Rekenng Kotan Rekening Khosus Dana
K gy,

Sirat Periyadsan Penyurnbang dan Partal Pom
Sural Perryalaan Penyumiang dan Persaomnpan;

Swal Penyataan Pemyumbang dan Badan Hikum
Hwmsia can lamgiran, dan

Bukii-bulgi  mrancals pensnmasn  dan  mansaks)
peErgeiuamn

b Apabila LPFSDE yang kami sampalkan dilembaikan asleh
KPL  Kabugaten, maks kami melfenghapl  danfatau
mampeshaiki dokumen LPEDE dimakuud dengan LPSOK
pertalkan yvang terdin slas:

1)

2)

4]

i)
&l

o

8

FORMULIR 1  LAPORAN  PENERIMAAM
SUMBANGAN DANA  KAMPANYE  (LPSDK)
PERBEAIKAM:

FORMULIR 2 DaFTAR PENERIMAAN
SUMBEARGAN DAMNE KAMPANYE,

FORMULER 3 SURAT PERNYATAAN TAMNGGUMNG
JanaR  ATAS  LAPORAN PEMERIMAAN
SUMBANGAN DaNs  KAMPANYE  (LPSDEK)
PERBAIKAN;

FORMULIR LOK-RELAWAN {apabila aida);

Salinan den Rekening Koran Rekening Khisus Dana
Kampanye;

Sural Pemyaiaan Pemumisang darl Pk Paliik;
Sural Pedrmyatasn Pemyumibang Gar Perseorangnn;
Sural Permyptnan Pemnyumbang dan Badan Hukism
Siwasta dan lampiran; dan

Bukp-hukil  apsaksl  penemmaan  dan ransakss
pengeluaran.
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Laparan Penermas dan Pengeiusran Dana Kampaiye [LPFDK)

MuEian Inlormas

Kami memyusun LPPDE yang memuat informisic

i
b

-

REDK,

Saido  awal atal saldo  pembukasn dan  sumber
peralatan,

Saddo awal pembuluan yang menipakan sisa salto sl
prnaimsin Sumbangan dan pengeluaran untuk kegiaran
Kempamye  apabila  diterima sebelum  petode
pemibbuan;

CAIRCEN pensrimean dan penpeluaran Pasangan Calon
tarmasul sehelien pembukssn FEDK,

Momor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Caloi,

Bukli. penorimpan  dan pengeluskan yang  dapat
dipeftanggungawabkan;

Sabdo akhir pada samt perutupan pambukimn LPPDE
dan

Paagl 30 ayal (1] Peranman
Koeresi Pemiliban Lmam

Momar 14 ientang Cans

Prerdihan Gubemur dan Wokd
Gubarnur, Bupatl dan Wakil

Bupali, Sens Walkota  dan
Wakil Wallkola

Pambsikoian

Bami memusun LPPDE dmelal 1 (satu) Han setalab
ponutupan pembukugn LADK dan ditusi pada saat
masa Kampanye berakhir

Pasal 30 ayal (3) Peraiucan
KPLU Momor 14 tantang Dana
Kamparye Pamiifan Gubsermur
dan Wakil Gubernur Bupadi
dan Waki Bupab, Serta
‘Winlikaia dan Wiskd Walikoa

, Pembuluan Dana Kampanye (erpisah dar pembukuan

KiiAgEn [atalii] Fesangan
Calonipengumisianggota’persons] Parisl Dotk Peseni
Pemilu stau Gobungan Pardnd Poliik Pesefta Pemili

ying mengusulkan Fasangan Calon

Pasal 21 ayat (5 Pesaluran
KPU Momar 14 tertang Dana
kampanya Pamiliban Gubsrmr
dan ‘Wakil Gubermnur, Bupai
dan  Waki Bupab,  Serta
Wallloota dan Wakd Walikota

Pembukuan Dana  Kampanye mencakup  Informes
tendang bantuk dan jurmiah pererdinaan dan pengeluaran
disarial bulal panenmaan dan pengeluaran yang dapa
diprrangoinoiasalien,

Pasal 21 ayal [7) Peraluran
KPU Momor . tentang Dana
Kampanye Pemiliban Gubemur
dan Wakil Gubermur, Bupat
dan  Wakl  Bupap,  Seris
Wnlikata can Wikl Wiabkota

Pembukuan Dann Kampanye menfad 1anggung jawab
Pasangan Calon.

Pasal 21 ayal [8) Pemiiran
KRL Momor 14 tentang Qana
rampanye Pemilinan Gubsrmar
dan Wakil Gubermir, - Bupall
dan  Wakl Bupan Sertd
Walikata dan Wil Waskoma

Penyampaian
Laporan

Kam| menyampaan LPPDK kepada KPLU Kabupaten
dengan mangrimian dats dan dolumen LPPDE yang
diLinggah melalul Skadeka.

Pasal 33 ayat (1) can ayat (I)
Fergueran  KPL Nomor 14
fentang  Dana  Kampamys
Pamilian Gubermur dan Wk
Gubmmniz, Bupab dan  Wall
Bupati, Sera ‘\Walikota dan
Waksd Walilats
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b. Kami menyarmpaikan LREPDK galing mbat 1 (saiu) harl
smptah masn Kampanye bemakhin, paling ambot 23.59
Wikl setempat.

Pasal 33 ayal [2) Perabran
KPU Mormar 14 tentang Dansa
Kampanye Femilisn Gubermus
dan Wakll Gubemur, Bugal
dan  Wakil  SupalE,  Sena
Walikata dan Wikl Wialkots

<. Apabila terdapat perbakan, maka kaml menyampEkan
LPPOK perbalkan kepads HPU Kabupaten meslahil
Sikmdeka pafing lnmbat 1 (harf) Hari sajsk mensdma
tanda pangembaian dan borita acara hasil pencermatan
dan KPL Katiupaten, paling lambat pukul 23 58 wakey
SetEmgEl

Pasal 33 ayat (5] Peraiurmn
KPL Nomor 14 teniang Dana
Kampanye Pemilitan Gubermu
fdan ‘Wakll Gubemur, Bupal
dan Waki Bupal, Sema
‘Whalikata dan Wkl Wadlkota

Eelengkapan

Kami menyampalkan LPPDK secara lengkap yang- weedin
atas

1) FOAMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDE)

i) FORMULIR 2 DAFTAR FEMERIMAAN
SUMBAMGAN DANA KAMPANYE,

41 FORMULIR 3 LAPDRAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELLUARAN DANA KAMPANYE,

#) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DN AMPANYE,

§) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DN PENGELLIARAN DakA  KAMPANYE
SEBELUM PERIGDE PEMBLIKUAN LAPORAN
PEMERIMAAN DN PENGELUARAN  DiAkdA
KAMPARNYE:

B FORMULIR & ASERSI ATAS LAPORAN
PENERBMEAN DAN  PENGELUARAN [DANA
KAMPANYE (LPPDK),

71 FORMULIR LOK-RELAWAN (rpabia ada);

B) Sl Periyataan Penyumbenig dan Partal Poick;

5  Suwral Permyatean Pempuimbeng dari Perseorangan;

10} Sural Pemyatasn Penyumban) dand Badan Holoim
Swnkla did kampican; dan

11} Salinan dan Rekenng Koran Bekenng Khusus Dana
Kamganys,

13) Swrm  Permyaiaan  dan Sank  Umum  ypng

miEnyatbkan  balwe  fekening Pesangan  Calon
bitrsaniiutan 1eah dituiiup; disn

13) Bukti-bukii wansaksi penefimaan dan  Uarsaksi
pengeiuaman,
b. Apabia LPPDK yang kams sampakan diambalikan oleh

KPU Hebupater, maka kami melengkapi  dasatau
momparbaiks dokumen LPPRK dmaksud dengan LPPDK
perbalan yang terdel akas
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FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMASMN DAN
PENGELUARAN DAMNA HAMPANYE ([LPPDE)
PERBAIMAN,

FORMLILIR: 2 DaAFTAR
SUMBARNGAN DANA KAMPANYE:
FORMULIR 3 LAPDRAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELLARAMN [ANA KAMPANYE;
FORMLILIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DARA KaRPANYE!

FORMLUILIR & LAPORAN AXTIVITAS PENERIMAAN
DAaKN  PEMZBELUARAN DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKLIAN LAPCRAN
PEMERIMAAN DAN PENGELLARAN  DANA
KAMPANYE,

FORMULIE & ASERSI ATAS LAPDRAN
PEMERIMUAAN QAN  PEMGELUARAN  DANA
KAMPANYE (LPFDR) PERBAIKAN,

EORMULIR LDK-RELAWAN (apabiia adaj;

H) Sural Pernyeiasn Pevumbsng dan Fartal Poliis;

9 Suwrat Permyadaan Penyumbang dan Perseormngan;

10} Surai Pemyataan Perysmbang dai Sadan Hukom
Swasta disn lmgiran; dan

11} Sabman dan Rekemng Koman Hekenmg Khasus Dana
Eampamym,

12) Swrai  Peryataan  dari  Bank  Uneem  yang
meanyaisken  befwwea  rekening  Pasangan  Calon
hersangkitan telah ditunp; dan

13} Bukii-buky irensakzd pererimaan dan  oansaksi

pEngekiaran

2) PENERIBMANN

4)

5]

7

Kami menarima Dana Kampanys yang deperobeh dasi;

o sumbangan Fartal Polibk donfataid Goabungan Paral
Politkl wang mengusulian Pasangen Calion;  (khusues.
umiuik Pasangan Calon Yang dissulan Partal Politik aias
Gatungan Partai Poliikl

b. sumbangan Pasangan Calon; darvatau

& sumbangan piftak lae yang dek mengkal yang melipi
sum persecrangnn  daniata  bedan  haldar
SWaES,

Pasal & ayal (1) Fersjuman

KPU Momor §4 fentmng Oana
Kamparye Pemilihan Gubemuor
dan \Wakil Gubemur, Bupab
dizn  Wakil  Bupatl, Sarta
Wallkoaa dan \Wakil Wallkoa

Patub

B mermaluld juenlah mekaimel batsesn  penesdmaan
sumbangan yang mancakup uang, barang danfalsu @sa
yang dionversikan dengan pilal uang, termasuk diskon
permelian bammang aaw jasa yang molebihi batas bewajaran
pransskal secpra umum dan kamd lsporkan dalam LADEK,
LPSDE, tan LPPDE. Rincian pembalasan mrakssmal
immw;

Pasal O ayat (1) dan syl (2)
Pomiran  EPU Momor L4
termang  Dana  Kampanye
Pemilihan Gubemur den Wakil
Gubemur, Bupad dan \Wakd
Bupall, Serla  Wabkoin dan
Wikl WWindkom

Paiiih




LENSUR KEPATUHAN

FERATURAN TERKAIT

PATUH!
TICWAK
PATUH

3

o Dans Hamparye yang berasal  dan pihak  lam
persearangan  paling banyak RpTS.000,00000 (b
paiuh lima juta rupiah) =elama mass Kampame.

b, Dana Kampanys yang boasal dan badan hikum swasta
paling banyak Rp7HD 00000000 (ujul s bma puien
jutm rupinh) sedama masa Kampanmys,

Kami hdak memgpuiaken  dina  dafl sumbaigan  ying
ditarang, Apabia kami menarima simhangan yang céarmng
muaka kam| mamaivld ketenkisan sebagal besikut

g, Tidak mengounakan sumbangan tersabo;

b. Melapoikan sumbangan yeny dilarang tersehul kepada
KiPL Eabupaten; dan
£ Menyerahkan sumbangan lersebul ke kas Negare paling

larmtiat 14 (ampat belas) Harl setelah masa Kampanye
berakhir

Pagal T3 Perdloran KPU
Momm 14 mntang  Oana
ghmwﬂnullhanﬂubeml
(dan ‘Walkd Gubsrmor, Bupall
idan  Weki  Bupati, Serma
Wallkeots dan Wkl Waskotn

Cimna Kampanye

Kami mencatat don membukukan seluful pengsluacan
Dana Kampanye uniuk pemilayeaan akewias Kampanye,
pesrbayaran higiong, dan pengeluaran |nin-len, yang dindai
berdasarkan harga pasar yEng wajar,

Coiaian

g} Pembiayaan sktivilas Kompamye termasul permbelian
barang dand atau pembayaran [ass,

b Pembayaran  heitang  merupakan  pembayaran  akas
witang Pasangan Calon yang Gmbul darl pembelan
bareng dart mhak fain dan menjadl aggung @wab
Pasangan Calon yang bersanghutan.

) Dana Kampaime ilak dapal digunakan untak memilays
saksi  Pasangan Calon  dalain  pesrunguian dan
penghitungan suara.

Demvikian pemyataan ind dibual dengan sebanamya,

BUFATI

{ AS | BAg, M. ' v"

Lubifk Skaping, 16 Apeil 2025

CALCGN WAKIL BUPAT

S

{ SUKARDI , 5 Pd_l.M)




A, FORMULIR 1 LAPORAN PERERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILEHAN BUPAT! DN WAKIL BUPATI KABUFATEN PASAMAN
PASANGAN CALON BUPAT! DAN WAKIL BUPAT)
SABAR AS , S.AG. M5! - SURARD]  S.PD MM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELLIARAN DANA KAMPANYE
Pernde OF April 2025 sid 15 Apnl 2025

o P BENTUIK DANA HAMPANYE
LANG [Rp) BARANG (Rp) JASA (Ap)
Al [Penorimann sebelum periode o il 0
permibulonsn
A2 | Pensomaan surmbanen
1. |Pasangan Calon 1] 1]
£, |Panal Poliik afae Gabungan Partal i} i i}
Pokilik
3, Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 3240000000 a
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum i) Q
Swinz=in
JusLAH PEMERIMAAN SUMBANGAN Z24 000,000 i 1]
Ad | Pensrsmaan Lasn-Lain
J £ Burnga Bank 2] 0 i
JULAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 1] o 1]
A4 |Penermaan Barang Hiasil Pembalian
1. |Ponermasn Barang Hasil Pembuatan i] 68.300.000 o
Bahan/Design danfatay Alal Peraga
Kampanye
2.  |Barang Daenma Demuka Hasil o 0 2
Pembuatan BahanDesign dan/atag Alai
Paraga Kampamye
JUMLAH PEMERIBMAAN BARANG Li] BA.300.000 ]
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 324 000,000 68,300,000 ]
B Pengeluazan sehalum perods a Q ]
penshukuan




MOMOR

AKTIVITAS

BENTLIK [ANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA {Rp)

=
e

Pangeluanan

Rapat Umum

Peremuan Terbalas

Peremuan Tatap Muka dan Dialog

5B.000.000

Ao | B L pa |

Pamimeatan/Produksi fklan di Media
Massa Cetak, Madia Massa Elelaronik,
Media Sosial, dan Medin Dislam Jaringan

QoS o

oo |lolo

Pembuatan BahanDesign denfatai Alal
Feraga Kamparnye

&8.300.000

Pemyebaran Bahan Kampanye Kepada
Lirnum

68.300.000

Pemasangan Alal Peraga Kampanye

Kegintan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Pernundang-ndangan

Pangeluaran Lain-lain

a. Adrministrasi Bank

b. Pembelan Aset

c. Pembedian Peralatan

d. Pemian Perlengkapan Kantal

8. Pemirayaran Utang Pemixeian
Biarmng

L= B =T == O = ]

L= = = = O =

ocjajolala

[ Pengelihran Lain

187,700,000

TOTAL FPEMGELUARAN

A24.000.000

69.200.000

Litang

Utang Permdssken Barang

Saldo

Kas di Rekening Khusus Ckana
kamparmye

Kas di Bendahnra

Barang

BLUPATI

{ AS , 5.4, M.50)

Lubuk Sikapmg. 16 April 7025
CALGH WAKIL BUPATI

e

( SUKARDI , 5.Pd, M.M)
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